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TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

. bahwa dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat

Papua, Kepala Daerah Provinsi Papua dan Badan
Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua telah
mengusulkan Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus
Tahun 2023,

. bahwa berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama
dengan Kepala Daerah telah menentukan skala prioritas
Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023;
bahwa skala prioritas Pembentukan Rancangan Perdasi dan
Perdasus Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b,
telah disetujui oleh Fraksi dan Kelompok Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Papua untuk ditetapkan menjadi Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;

bahwa untuk memenuhi huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas perlu

! ditetapkan dengan Keputusan DPR Papua.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi
Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5§ Tahun 1973
tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturen Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tetang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197),

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

9. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
DPR Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor

1),

: 1. Pengusulan Kepala Daerah dan badan Pembentukan Peraturan

Daerah DPR Papua tentang pembentukan rancangan Perdasi
dan Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan pada Rapat
Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal 6 Maret 2023;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua
tentang skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi dan
Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna
ke-2 DPR Papua tanggal, 7 Maret 2023;

3. Pendapat Akhir Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua
terhadap skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi dan
Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna
ke-3 DPR Papua tanggal, 8 Maret 2023;

. Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua

pada Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal 8 Maret 2023.
MEMUTUSKAN

. Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua

Tahun 2023;
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Program Pambentuban Peraturan Dneraly Provies Papua Tatun 2073
sebagaimans dimabsud pada Diktum KESATU barjunial {0 (sambilan
belns) Rancangan Persturan Dasrat yang terdii dart 16 (anam belas)
Rancangan Perstursn Daersh Provinst Papus dan 3 (tga) Rancangan
Peraturan  Daerah Khusus Provingi Papua sebagamana dafiar
terflamplr,

. Program Pembentuken Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023

sebagaimena dimaksud pada Diktum KEDUA selanjuinya sebagai

dasar delam pembahasan dan penetapan Raperdasi dan Raperdasus
pada Tahun 2023,

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ferdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura;
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AN




wmeptee . Aomi sy TER Papar

Tevgye I More TOTT

Teeny  TRNOSRAN FIASEINTUSAN PIRATURAN DATRAN (PROPEMPERDA) TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

| DISERTAI INSTANSI TARGET
o — oo s BARSJ?I:;SAH PELAICANAAN NA [PENJ ELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN KETERANGAN
& URULAN GUSITRNUR s - ' .
T IRAS ROAS Paseh Daerah dan Reribusi - PAJAK DAERAH Baru Pasal 94 Undang-Undang Ya Badan Pengelolaan 2023 Raperdasi ini
Daerah - Jenis Pajak Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Daerah didelegasikan
- Pajak Kendaraan Bermotor Tentang Hubungan Provinsi Papua UU No. 1/2022
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Keuangan Antar dengan batas
- Pajak Alat Berat Pemerintah Pusat dan waktu diundang
- Pajak Air Permukaan Pemerintah Daerah kan paling
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber- lambat 2 (dua)
motor tahun sejak tgl
- Pajak Rokok UU No.1/2022
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam mulai berlaku
dan Batuan (5 Januari 2022)
- RETRIBUSI DAERAH
- Jenis dan Objek Retribusi
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
T 2IRaFERDAN Leoanragaan - Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Baru - Undang-Undang Nomor 3 Ya Dinas Pemuda dan 2023 Raperdasi ini tdk
Pengelokaan, Pembinaan dan Tahun 2005 Tentang Olahraga Provinsi didelegasikan
| Pengembangan Sistem Keolahragaan Papua tetapi dibutuh-
; - Kejuaraan, Pekan, Festival Olahraga Nasional kan dalam kebi-
| - Sarana, Prasarana, Standarisasi, - Peraturan Pemerintah jakan daerah
Akreditasi dan Sertifikasi Nomor 16 Tahun 2007 terkait keolahra-
- Koordinasi dan Pengawasan, serta Tentang Penyelenggaraan gaan di Papua
| Peran Serta Masyarakat Olahraga
|
I 2 RARIRLAL W.anaemen Aparziur - Penyusunan dan Penetapan Baru Pasal 27 ayat (4) Peraturan Ya Badan Kepegawaian 2023 Raperdasi ini
! o hegare Kebutuhan ASN Pemerintah Nomor 106 Daerah Prov. Papua didelegasikan
I - Pengadaan ASN Tahun 2021 Tentang oleh PP106/2021
i - Pangkat dan Jabatan Kewenangan dan Kelemba- tanpa batas




- STATUS DISERTAI INSTANSI TARGET
By =k NSp— S, BARU [UBAH PR NA [PENJELASAN TERKAIT PENVAMPAIAN | KCTERANGAN
= & - Pengembangan Kaner PRS goan Pelaksanaan Kebija- waktu diundang-
- Pengembangan Kompetensi ASN kan Otonomi Khusus kan
- Ponilsian Kinerjs dan Disiplin Provinsi Papua
- Penghargaan Sejalan dengan
- Pemberhentian PRS/Pemutusan Pasal 27 UU No.
Hubungan Kerjs PPPK 21 Tahun 2001
- Penggajian dan Tunjangan
- Perindungan
T SO ———————y - Pembentukan Pemerintahan Distrik Baru Pasal 26 ayat (4) Peraturan Ya Biro Tata Pemerin- 2023 Raperdasi ini
- Penyelenggaraan Pemenntahan Pemerintah Nomor 106 tahan dan Otsus didelegasikan
Dustrik Tahun 2021 Tentang Setda Prov. Papua PP No. 106/2021
- kedudukan dan Tugas Pemerintah Kewenangan dan Kelemba- tanpa batas
| Dustrik gaan Pelaksanaan Kebija- waktu diundang-
! - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan kan Otonomi Khusus kan
| Distrik Provinsi Papua
- Struktur Organisasi, Nomenklatur,
| dan Eselonisasi Pemenntahan Distrik
| - Pembinaan dan Pemantauan
| - Dukungan Sumber Daya Manusia
- Pembiayaan
RS P ——— N ————— - Pembentukan Perangkat Daerah Baru Pasal 25 ayat (2) huruf ¢ Ya Biro Organisasi 2023 Raperdasi ini
(e sabupaten/tota Dalam - Jenis dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Setda Prov. Papua didelegasikan
[ haigges Poisaanaan Olonomi - Kedudukan Tugas dan Fungsi Nomor 106 Tahun 2021 PP No. 106/2021
830z - Jabatan Perangkat Daerah Tentang Kewenangan dan tanpa batas
| - Perangkat Daerah Baru Kelembagaan Pelaksanaan waktu diundang-
_w Kebijakan Otonomi Khusus kan
|
-.M”\ru!?r.! emReniutan Gan SUsUNan - Pembentukan dan Susunan Perangkat Baru Pasal 3 Peraturan Pemerintah Ya Biro Organisasi 2023 Raperdasi ini
| angean Dactan - Susunan Perangkat Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Setda Prov. Papua terkait dengan
| - Staf Ahli Tentang Perangkat Daerah pengaturan ulang
. - Kepegawaian perangkat daerah
M “ - Pembiayaan
|
: ]
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- Laporan Realisasi Semester Pertama
APBD dan Perubahan APBD

UU No. 2/2021
berlaku

| | { STATUS DISERTAI INSTANSI TARGET
.”O. - il‘ | W—— P BARU |UBAH PEEAISANAAN NA |PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN IRTERANGAN
| TIRAPIRDAS  iRencene Tets Rusng - Ruang Uingtup Wilzyah Baru Pasal 23 ayat (6) Undang- Ya Badan Perencanaan 2023 Raperdasi ini
m .s.d.s!, Prowvins: Papue - Tujuan, Cebijstan, dan Strategi Undang Nomor 26 Tahun Pembangunan didelegasikan
| Tehon 20752043 - Rencana Strutctur Ruang Wilayah 2007 Tentang Penataan Daerah UU No. 26/2007
{ i Provins Ruang dengan batas
{ | - Rencana Pola Ruang Wilsyzah waktu diundang
| | Provinu kan paling lama
w w - Eawasan Strategis Provinsi 3 (tiga) tahun
- - Arshan Pemanfastan Ruang Wilayah sejak UU26/2007
; Provinsd mulai berlaku
| _ - Arshan Pengendalian Pemanfaatan (26 April 2007)
Ruang Wilsyzh Provinsi
_ - Peran Masyarzkat dan Kelembagaan Rekomendasi
! - Penywdikan hasil peninjauan
kembali RTRW
Provinsi Papua
yang diatur dim
Perdasi Nomor
23 Tahun 2013
Tentang RTRW
Provinsi Papua
Thn 2013-2033
|
M s "Zrn.n’rtrt Pengeidisan heuangan - Ruang Lingkup Pengelolaan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Ya Badan Pengelolaan 2023 Raperdasi ini
| | Deerah Keuangan Daerah Undang-Undang Nomor Keuangan dan Aset didelegasikan
! - Pengelola Keuangan Daerah 2 Tahun 2021 Tentang Daerah Provinsi UU No. 2/2021
| - Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kedua Atas Papua dengan batas
“ Daerah Undang-Undang Nomor waktu diundang
| - Penyusunan Rancangan APBD 21 Tahun 2001 Tentang kan paling
| - Penetapan APBD Otonoml Khusus Bagi lambat 1 (satu)
" - Pelaksanaan dan Penatausahaan Provinsi Papua tahun sejak
|
|
i

- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(19 Juli 2021)
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STATUS

DISERTAI

INSTANSI

TARGET

1 — 1 cxmecme oo BARU [UBAH ERIAES A NA [PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN | KETERANGAN
Pemenntah Daerah <
- Penyusunan Rancangan Pertang- Pasal 3 Permen-
gungiawaban Pelaloanaan APBD dagri Nomor 77
- Kebayaan Daerah dan Piutang Tahun 2020,
Daerah Perda Pengelo-
- Badan Layanan Umum Daerah laan Keuangan
- Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah ditetap-
Daerah kan paling lama
- informasi Keuangan Daerah Tahun 2022
- Pembinaan dan Pengawasan
TRATTRIANE e g SN K, Provensi - Kewenangan Khusus Provinsi dan Baru Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) Ya Biro Tata Pemerin- 2023 Ketentuan Pasal
1an fabupsten/rots Dalam Kabupaten/Kota UU No. 21 Tahun 2001 tahan dan Otsus 4 UU No. 21
Saeghs Feizkaanasn Oonomi |- Pendidikan Setda Prov. Papua Tahun 2001
ATvn O Frovns Papus - Kebudayaan Pasal 4 ayat (7) UU No. 2 diubah sebagai-
! - Kesehatan Tahun 2021 Kewenangan mana diatur dim
- Sosial Khusus Provinsi dan Kewe- ketentuan Pasal
‘ - Ckonomi Kerakyatan nangan Khusus Kabapaten/ 4 ayat (7) bahwa
| - Energi dan Sumber Daya Mineral Kota diatur dengan PP "Ketentuan
| - Kelautan dan Perikanan mengenai pelak-
! - Pemberdayaan Masyarakat dan sanaan kewe-
Kampung/Kampung Adat nangan sebagai-
mana dimaksud

- Perhubungan

- Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

- Ketenagakerjaan

- Kehutanan

- Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman

- Pertanahan

serta Perlindungan Masyarakat
- imegrasi Rencana Pembangunan

dungan dan Pemberdayaan Orang
Asli Papua

- Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berbasis Kewenangan Khusus Perlin-

pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah.
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STATUS

DISERTAI

INSTANSI

TARGET

,.,.B e g s o Sl BARU JUBAH S IEATREN NA [PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN P ICRAGSAL
SR SRR D
| A eERLas Pttt Seeties Wa & - Memputah Pasal 36 ayat (1) Perdasi Ubah Pasal 32 ayat (6) dan Pasal Ya Badan Kesatuan 2023 Inisiatif:
| Tehum 2I0Y Termang Ta Mo, 9 Taben 2019 36 ayat (4) Peraturan Bangsa dan Politik Bapemperda
~nl..- Fengaan DIWP Yoy Pemerintah Nomor 106 Provinsi Papua
“ Drertapiar Welaly Vietans- - Memgutah rumusan Pasal 25 Peratu- Tahun 2021 Raperdasi dan
_ e Sengungeanen Ferooe ras DPRP tentang Tatib terkait tugas Peraturan DPRP
‘ (ZD0% ZIVE v Femutartam Zam wewenarg DFR menyesuaikan menyesuiakan
| [Fwreturan DYEF Wa 3 Tatum dergan rnumusan Pasal 7 Undang- dengan UU No. 2
| | | 2020 Terrang Teta Yo Uncang Nomor 2 Tahun 2021 Tahun 2021 dan
| ! DERY . Mergubah rumusan Pasal 48 Peratu- PP 106/2021
_ ran DPRP menyesuaikan dengan
_ rumuzan Pasal 32 ayat (1) yang mem-
| _ pertegaskan anggota DPRP yang
danghat dari unsur Orang Asli Papua
! - Ketentuan Pasal SO ayat (3) diubah
dan di antara ayat (4) dan ayat (S)
_ disidpkan ayat (4a) sesuai ketentuan
Pasal 36 (3) PP 106/2021
- Menyisipkan Pasal 61A di antara
Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan DPRP
tentang Tatib sesuai ketentuan Pasal
_ 3223t (3)
Wl.ﬂugzb?i Rencana Pembangunan - Kewenangan Pemerintah Daerah Baru Pasal 10 Undang-Undang Ya Dinas Perindustrian 2023 Inisiatif:
! naustn Provins: Papua - industri Unggulan Provinsi Nomor 3 Tahun 2014 PerdaganganKoperasi Komisi Il DPRP
i Tahun 2022-2042 - Kawasan Peruntukkan Industri dan Tentang Perindustrian Usaha Kecil
_ awasan Menengah dan Raperdasi ini
| - RPIP Papua 2022-2024 Tenaga Kerja didelegasikan
! - Kaidah Pelaksanaan Provinsi Papua dengan batas
- Sumber Daya Manusia Industri waktu ditetap-
- Pembinaan dan Pengawasan kan paling lama
- Pembiayaan 2 (dua) tahun
sejak UU Nomor
3/2014 berlaku
~ 1(15 Januari 2014)
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! STATUS DISERTAI INSTANSI TARGET
M’.A - —— N E—- BARU |UBAH RELANSHEARN NA |PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN IIEANCAR
| AIRESTRDAS Gar Prrywleng - Praenta Ddik Baru Tidak diamatkan secara Ya Dinas Pendidikan, 2023 Inisiatif:
Feattihon - Pengeiolagn dan Penyelenggaraan langsung dalam UU No. 21 Perpustakaan dan Anggota DPRP
Pendidikan Formal Tahun 2001 jo UU No. 2 Arsip Daerah Provinsi
- Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Tahun 2021 Papua Pengaturan ter-
| Penddikan Non Formal kait pengelolaan
| - Pendidikan tinformal dan penyeleng-
- Wajib Belajar garaan pendidik
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan an diatur dalam
| Pendidikan Khusus PP 106/2021
| - Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sebagaimana
| & - Pendidik dan Tenaga Pendidik amanat Pasal 56
| ! - Sarana dan Prasarana Pendidikan ayat (9) UU No.2
_“ - Evaluasi Tahun 2021
- Pengawasan
% -2
|
| |
O AMAITTIIAN  Maepdisan Uaevah - Pengangkatan Kapolda Baru Pasal 48 ayat (3) Undang- Ya Badan Kesatuan 2023 Inisiatif:
,w “ - Rekruitmen Bintara Polisi Undang Nomor 21 Tahun Bangsa dan Politik Anggota DPRP
1 ,” | - Seleksi Perwira Pertama Polisi 2001 Tentang Otonomi Provinsi Papua
] i { - Seleksi Perwira Menengah dan Tinggi Khusus Bagi Provinsi Papua Didelegasikan
1 | ! - Penempatan pada Jabatan di Polda oleh UU 21/2001
l 1 ! Papua, Polres dan Polsek aspek yang diatur
{ | . - Peradilan Adat terkait hal ter-
/! ) v - Penjaga Wilayah Adat tentu mengenai
§ | -Pelaksanaan Kamtibmas tugas kepolisian
m _# di provinsi Papua
".MDSE Tergatlan Lemliags Pelopor - Penguatan Lembaga Pelopor Baru Tidak diamanatkan secara Ya Dinas Pendikan, 2023 Inisiatif:
Fenadales sn Pendidikan langsung dalam UU No. 21 Perpustakaan dan Anggota DPRP
- Pengaturan Penguatan Tahun 2001 jo UU Nomor 2 Arsip Daerah Prov.
| - Tata Cara dan Penetapan Pemberian Tahun 2021 Papua Fokus pada 5
i Penguatan yayasan pelopor
- Mutasi Kepegawaian pendididikan
- Gaji di tanah Papua
- Kewajiban
- Pengawasan
- Pembiayaan
) AT Can 1513 beTja - Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Baru UU Nomor 24 Tahun 2007 Ya Satuan Polisi Pamong 2023 Inisiatif:
bazan Perangguian Bencana Fungsi Tentang Penanggulangan Praja dan Komisi | DPRP
Diserah Frovine Papua - Organizasi Bencana Penanggulangan
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| STATUS DISERTAI INSTANSI TARGET
e | W S BARU JUBAH BELMGARAZY NA [PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN |  KCJERANGAN
. | - Tata Kerp Bencana Daerah Tidak didelegasi
‘i l - Pengangkatan, Pemberhentian dan PP 21/2008 Penyelenggara Provinsi Papua kan
I ! [aelonbaasi Penanggulangan Bencana
T (e Mebaga Pronen - Venue dan Aset Olahraga Baru Kebutuhan Hukum dan Ya Dinas Olahraga dan 2023 Inisiatif:
i M - Atlet Olahraga Aspirasi Masyarakat Pemuda Komisi V DPRP
i - Kepelatihan Olahraga Provinsi Papua ‘
| - Pembinaan Olahraga Raperdasi ini tdk
| - Prestasi Olahraga didelegasikan
| - Grand Desain Olahraga Daerah tetapi sangat
| dibutuhkan
'- dalam rangka
j. mengoptimalkan
| pemanfaatan
venue olahraga
! pasca PON XX
i untuk meningkat-
i kan prestasi olah-
i raga provinsi
Papua secara ter-
| padu dan terukur
| ! dalam desain
| besar olahraga
‘ daerah provinsi
Papua
& BAITI A Fengadaan Barang dan Jasa - Penyusunan Rencana Umum Baru Aspirasi Masyarakat Ya Biro Pengadaan 2023 Inisiatif:
Feahy Usaha Ash Papua Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Barang dan Jasa Anggota DPRP
- Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Papua
- Pengusaha Asli Papua Raperdasi ini
- Pengadaan Barang dan Jasa tidak didelegasi
- Pengadaan Barang dan Jasa Secara kan
Elektronik
- Wewenang dan Kewajiban
Pemerintah Provinsi Papua
- Pembinaan dan Pengembangan
- Pengawasan
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: STATUS DISERTAI INSTANSI TARGET
o M | Va— WP I, BARU [UBAH PELNSANANN NA [PENJELASAN TERKAIT PENYAMPAIAN | KETERANGAN
LOSRTEDALS Penprescen Lol - Mok can rwajan Masyarabat Baru Pasal 67 ayat (2) Undang- Ya Biro Tata Pemerin- 2023 Inisiatif:
‘ : I - Bratd Pengewawsn Sosal Undang Nomor 21 Tahun tahan dan Otonomi Anggota DPRP

| - Dengat Pendapat Umum 2001 Tentang Otonomi Khusus Setda Provinsi

! l - Mudungan Dengan Lembaga Lain Khusus Bagi Provinsi Papua Papua Raperdasi ini

‘ - Penghargan didelegasikan

| ‘ . Sonksd oleh UU 21/2001
| Tanpa Batas
| ' ! Waktu diundang
! ‘ ‘! kan
! |
1 1 ‘
"‘-: MSTITALS SemtweCarasn €0 - Tugas can Tanggung Jawab Pemerin- Baru Pasal 38 ayat (2) Undang- Ya Dinas Kehutanan dan 2023 Inisiatif:
: | ITwmdorg e Laoewoem Orang t3h Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Lingkungan Hidup Anggota DPRP

| ,\Aﬂ fapes - Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Tentang Perubahan Provinsi Papua

! - Kemitraan Kedua Atas Undang- Raperdasi ini

| ‘ - Pembinaan, Pengawasan dan Undang Nomor 21 Tahun didelegasikan
! Pengendalian 2001 Tentang Otonomi oleh UU 21/2001
| l - Pembuyaan Khusus Bagl Provinsi dengan batas
! 1 | Popua waktu
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